
BUPATI KABUPATEN MERAUKffi
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 227 TAHUN 2OO8

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DALAMPELAKSANAAN APEL PAGI DAN SIANG HARI SERTA TUGAS KEDINASANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

Menimbang : a.

Mengingat

4

bahwa untuk maksud tersebut pada
ditetapkan dengan Keputusan Bupati

huruf a dan huruf b di atas, perlu
Kabupaten Merauke,

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,

bahwa dalam rangka meningkatkan kuaiitas penyerenggaraan
tugas-tugas kedinasan diperlukJn aparat pemerintahan yang tertibpenuh disiplin, dedikasi, berwibawa dan bertanggrngjr*"n ,.iingg,terciptanya suasana kerja yang berhasrl guna;

bahwa pelaksanaan aper harian dan tugas kedinasan yang dirakukansetiap hari kerja merupakan sarah Jatu ,pry" oatam membinaPegawai Negeri sipir 
- 
dan pegawai Honoier di LingkungarrPemerintah Kabupaten Merauke, maka perru menerapkan DisiprinPegawai dimaksud;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentanq pembentukan
Propinsi otonom lrlan Barat dan Kabupaten-xaoupaten otonomdi Propinsi lrian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negai"a Nomor ZAOll,
Undang-Undang Nomor g Tahun 1g7 4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun i gTa Nomoi ss rambahan
Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaima,a terah diubah denganUndang-undang Nomor 43 Tahun l ggg (Lembaran NegaraTahun 'i999 Nomor 169, Tam.ahan Lenrbaran ruegara Nomor 3Bg );

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Bagi Provinsi papua (Lembaran Negara Tahun
Tambahan Lembaran Negara Nonror 4lSly,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2oo4 Nomor i 25, TambahanLembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terah diubah terakhir
dengan- undang-Undang Nomor 12 Tahurr 2oo8 (Lembaran NegaraTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1gB0 tentang peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran wegara Tahr-rn 1gg0Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor gtlO);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahr-rn 2ao7 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO7
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241),

Otonomi Khusus
2001 Nonror 135

Organisasi
Nomor 89,

t27. Peraturan.



1-

7 Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang, Wewenang
Pengangkatan, Femindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
$ipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4263i;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan
Tenaga Honcrer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negar"a Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lemberan Negara
Nomer 4561);

Peraturan Daerah Kabu;paten Merauke Nomor 6 Tahun 2003 tentang
$usunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Merauke dan $ekretariat Dewan Penarakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Marauke (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Susunan Organieasi dan Tata Kerja Dinasdinas Daerah Kabupaten
Merauke (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17);

Peraturan, Daerah Kabupaten Merauke Nomor I Tahun 2003 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18);

PeraturanrDaerah Kabupaten Merauke Nomor g Tahun 2003 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menerapkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dalam
pelaksanaan apel pagi dan siang hari serta tugas kedinasan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.

Penerap-an disiplin Pegawai Negeri $ipil dimaksud Diktum KESATU
adalah sebagai berikut :

1. Apabila mengikuti apel pagi dan melaksanakan tugas kedinasan
tetapi tidak mengikuti apel siang tanpa keterangan, begitu halnya
tidak mengikuti apel pagi, ataupun tidak rnelaksanakan tugas
kedinas*n maka dianggap tidak melaksanakan tugas selama
1 {satu} hari kerja dan ataupun tidak melakukan salah satu
diantaranya, maka kepadanya akan dilakukan pemotongan Uang
Lauk Fauk sejumlah hari, selama tidak mengikuti kegiatan tersebut
dalam 1 isatu) hJan ditambah pemCItongan gaji sebagai berikut:
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

a. Gelongan I

b. Galongan ll
c. Golongan lll
d. Golongan lV

Rp. ?0,000,-/$ekali tidak apel
Rp. 30.000,-/$ekali tidak apel
Rp. 40.0O0,-/Sekali tidak apet
Rp. 50.000,-/Sekali tidak apel

2. Pegawai dimaksud butir 1 (satu) yang oteh karena lzin atau Sakit
maka kepadanya tidak berhak mendapatkan Uang Lauk pauk pada
hari lzin atau Sakit tersebut.

Fenerapan disiplin Pegawai Honorer dimaksud Diktum KESATU adalah
sebagai berikut:
1. Apabila mengikuti apel pagr dan rnelaksanakan tugas kedinasan

tetapi tidak rnengikuti apel siang, begitu halnya tidak mengikuti apel
pagi, ataupun tidak melaksanakan tugas kedinasan maka dianggap
tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) hari kerja ataupun [idak
melaksanaken salah satu diantaranya, maka kepadanya akan
dilakukan pemotongan honorarium sebesar jumlah honor sebulan
dibagi hari kerja selama 1 {satu) bulan dikurangi jumlah hari tidak
melaksanakan tugas dengan perincian sebagai ber.ikut :

KETIGA

n



a. ljazah SD
b. ljazah SMP
c. ljazah $[IU
d. ljazah D3
d. ljazah 51

-3-

Rp. 5.000,-/Sekali tidak aPel
Rp. 10.0CI0,-/$ekali tidak aPel
Rp 15.000,-l$ekali tidak aPel
Rp. 20.000,J$ekali tidak aPel
Rp. 25.000,-/Sekali tidak aPel

2.

3.

Pegawai dimaksud butir (1) Diktum KETIGA yang oleh karena lzin
atau Sakit dengan disertai Surat Keterangan, maka kepadanya tidak
dikenakan pemotongan honor pada hari lzin atau Sakit tersebut;

Pegawai Honcrer yang melakukan perjalanan keluar daerah, harus

mendapatkan lzin tertulis dari Bupati Kabupaten Merauke.

Terhadap Pegawai Negeri Sipil {PNS)/dan Tenaga Honorer yang tidak
melaksanakan tugas kedinasan selama 3 (tiga) hari berturut-turut maka

kepadanya akan diambil apel khusus oleh BupatiArVakil BupatilSekretaris
Daerah Kabupaten Merauke.

Menugaskan Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Merauke
dan Kepala Kpntar $atuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke
untuk menyelenggarAkan pengisian Absensi di Lapangan pada kelompok
Eselon lll, Eselon IV dan $taf baik di Lingkungan Kantor Bupati rnaupun
pada Binas, Sadan dan Kantor di luar Lingkungan Kantor Bupati,

Absensi tersabut di*erahkan langsung tembusannya kepada Bendahara

Gaji masing-masing"

Memerintahkan keBada Bendaharawan Gaji masing-masing unit satuan

kerja untuk rnelakukan pemotongan tersebut dan dlsetor sebagai
pemasukan Kas Daerah dan wajib melaporkannys setiap bulan kepada
Bupati Kabupaten Merauke.

Keputusan ini mulaj herlaku pada tanggal 15 Septernber 20O8.

DitetaPkan di Merauke

Pada tanggal 10 SePtember 2008

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD

Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

uai dengan aslinYa
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KEEMPAT
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KEENAM

KETUJUH

UPATEN MERAUKE
HUKUM
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Sal in+-n KpHlr$San,,ini Siqqnls*1k3fi*koe#.4. Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
?. Kepala SAWASDA Frovinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD KabuPaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Kepala BAWA$0A Kabupaten Merauke;
6. Kebala Badayr/Dinas/KantollBagian di Lingk. Femerintah Kab. Merauke

7. Para Kepala Distrik dan Lurah $e-Kabupaten Merauke;
L Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Merauke;
g. Yang Bersangkutan.


